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\Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keteniuan Pasa!l 10 Perziirses
Menteri Pendidikan dan Kebudavazn Republii Indonesiz
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program: Studi S20
Perguruan Tinggi. Badan Akreditasi Nazasional '
Tinggi (BAN-PT) rtelzh melzkukan =k z
Institusi Perguruan Tinggi vang diusulkan dan =2lzn
ditetapkan hasilnya:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagzaimanz dimaksucs
pada huruf a. perlu ditetapkan Kepuwuszn Badan Akradizzst

Nasional Perguruan Tinggi tentang Niifai dan Paringkas
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi:

Mengingat < : 1. Undang-undang Nomor 20 Tzhun 2003 tenwang Sisiam

Pendidikan Nasional (Lembaran Negarz Republik Indonesi=
Tahun 2003 Nomor 78. Tambszhan Lembaran Nacarms

Republik Indonesia Nomor 4301}:
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pandidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor [38. Tambahan Lembaran Negara Repudlik
Indonesia Nomor 3336):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 eniang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesiz
Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembamn Negar
Republik [ndonesia Nomor 4496):

LI

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tzahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisast Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telzh beberapa kali
diubah. terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 201 1:



Memperhatikan

Perawran Presiden Republik Indonesia Nomer 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan. Tugas. dan Funesi Kementerian
Neeara serta Susunan Organisasi. Tugas. dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara sebagaimana teiah diubah dengan
Perawuran Presiden  Nomor 92 Tahun 2011  iznang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 Tentang Kedudukan. Tugas. dan Fungsi Kementerian
Neeara Serta Susunan Organisasi. Tuecas. dJdan  Fungsi
Es-&on | Kementerian Negara:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu [l
sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 61:P Tahun 2012:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah. dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017.
sebagaimana ielah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
1957P:2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Mlenteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P:2012 tentang
Anggora Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. dan Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun
2012 -2017:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. dan Badan
AKkreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun
2012 -2017:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi tanggal 4 Juli 2015



\lenetapkan

PERTANIA
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KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN  BADAN  AKREDITASI N 4S]ON AL
PERGL?RL'AV TINGGE  TENTANG  NILAI DAN
PERINGRKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN
TINGGI

Universitas Negeri Padang. Padang Terakreditasi
dengan Nilai 349 Peringkat B (Baik).

Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 3 (lima) tahun.

Kepurusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penvelenggaraan Institusi Perguruan Tinggi memenuhi dan
sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan

vang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2013

- KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

GURUAN TINGGI.

TTMANS &M
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Direktur Jenderal Kelembagaan [Imu Pengetahuan. Teknologi. dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset. Teknologi. dan Pendidikan Tinggi

A¥]]

dan Pendidikan Tinggi

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset. Teknologi.

6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi vang bersapekutan



